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PERTANGGUNGJAWABAN 

TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SISTEM 
PERADILAN PIDANA INDONESIA 

PIDANA KORPORASI 

Fakultas s Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 

Kemudian sanksi 

Abstrak 

Kiguzs sehagai subye<hukum disamping memberikan a konstribusi positif kadang-kadang 
ndakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang merugikan masyarakat dan 

Nigza yang tentunya perlu dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi tersebut 

iamping 
pertanggungjawaban kepada person pelaku dalam korporasi, begitu juga dalam 

Sukmareni 

elakukan tindak pidana korupsi (TPK). Permasalahan yang diangkatkan dalam 

ian ini adalah (1) Bagaimana bentuk pertanggunjawaban pidana korporasi dalam 

TK menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?, (2) Bagaimana bentuk 

zetznggung jawaban pidana korporasi yang ideal dalam perundang-undangan korupsi 
onsia ke depannya ?. Penelitian bersitat penelitian deskriptif, dengan menggunakan 

addbaan yuridis normatif lebih khususnya pendekatan Undang-Undang dan pendekatan 

imaunetika hukum dengan melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum korupsi di 

badnrsa. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum baik primer, sekunder maupun 

ahun hukum terier melalui studi kepustakaan, yang dilakukan analisanya dengan analisa 

izi Temuan penelitian (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi pada TPK 

am Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yo 20 Tahun 2001 (UU TPK) sudah 

r dengan tegas dalam bentuk sanksi pidana, perdata dan administratif terlihat dalam 

sukmarenirajab@yahoo.com 

Smpai Pasal 20, cuma ada sanksi yang dianggap masih perlu diperberat. Pedoman 

annya juga sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 

tiendirikan usaha baru. 

J16 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi , (2) Bentuk 

pngungjawaban pidana korporasi yang ideal dalam perundang-undangan korupsi 

adnesia ke depannya, diharapkan lebih mampu untuk membuat jera korporasi untuk 

JN) melalui revisi UU TPK itu sendiri, pemberian uang pengganti dalam Pasal 18 ayat takikn TPK, dengan menperberat sanksi yang sudah diatur dalam UU TPK 1999 yo 

l hunuf b dari i sebesar harta yang diperoleh dari hasil korupsi idealnya ditambah sepertiga. 

hunaf b 

A PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pnutupan menjalankan usaha selama l tahun dalam Pasal 18 ayat (1) 

Kata Kuni :Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi 

Korporasi sebagai ewaban dan anggung jawab pidana kepada Korporasi atau tidak dipenuhinya 

witban kewajibaan oleh Pengurus. Dalam 
perkembangannya, suatu tindak 

Pengakuan subyek delik dimulai dengan pembebanan 

573 

Omenjadi penutupan selamanya dan tidak diizinkan untuk melanjutkan usaha atau 
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